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Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan 
tujuan untuk melihat peran Dinas Perhubungan dalam penyelesaian konflik yang 
terjadi antara tranportasi online dan tranportasi konvensional di Kota Pekanbaru 
dan faktor - faktor yang menghambat penyelesaian konflik transportasi online 
dengan transportasi konvensional di kota Pekanbaru. Fokus dari penelitian ini 
adalah peran Dinas Perhubungan dalam penyelesaian konflik antara taksi 
konvensional dan transportasi online di kota Pekanbaru. Informan dalam 
penelitian ini adalah Kepala Bidang Angkutan dan Kepala Seksi Angkutan orang 
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pengemudi angkutan online, dan 
pengemudi taksi konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif teknik pengumpulan data adalah wawancara. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  Dinas Perhubungan kota Pekanbaru dalam menyelesaikan 
konflik yang terjadi antara taksi konvensional dan transportasi online belum 
maksimal. Ini adalah karena masih ada transportasi online yang beroperasi 
walaupun mereka tidak memiliki lisensi sesuai dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan No.108 dari 2017 sehingga taksi konvensional yang sudah memiliki 
izin merasa tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah, ini adalah penyebab 
utama konflik antara taksi konvensional dan transportasi online. Transportasi 
kota Pekanbaru Agensi juga tidak mampu memfasilitasi kedua pihak yang 
berkonflik untuk menengahi yang dimilikinya telah diminta secara langsung oleh 
pihak yang bertikai sehingga keduanya saling bertentangan pihak dapat 
mengekspresikan keinginan mereka dan menemukan solusi untuk konflik di antara 
mereka. Faktor - faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik dalam 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Era   Milenium   sekarang   ini   kebutuhan   akan   transportasi   yang   
besar berbanding lurus dengan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, 
sehingga transportasi menjadi hal yang sangat penting bagi kelancaran 
mobilitas tersebut. Transportasi memberikan kemudahan bagi mobilitas 
masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. 
Transportasi yang   terintegrasi, cepat, aman,   nyaman   dan   murah   adalah   
harapan masyarakat. 
Kebutuhan akan transportasi yang terintegrasi, cepat, aman, nyaman 
dan murah ini tidak diiringi dengan penyediaan atau pengadaan transportasi 
yang layak dan memadai oleh pemerintah. Tidak mengherankan jika 
munculnya inovasi teknologi dan informasi dalam bidang jasa transportasi 
seperti Uber, Go-jek dan Grab yang sering disebut juga transportasi online  
Munculnya inovasi transportasi online tersebut, membuat masyarakat 
beralih dari pengguna angkutan transportasi konvensional ke angkutan 
transportasi online yang dipengaruhi oleh faktor keinginan masyarakat yang 
senantiasa menghendaki kemudahan. Transportasi online membuat konsumen 
merasa sangat nyaman karena kemudahan yang ditawarkan. Terlebih dengan 
tarif yang ditetapkan begitu murah membuat banyak konsumen angkutan 
konvensional berpindah ke angkutan online. Kondisi yang ditawarkan tersebut 




kemudahan. Terlebih sangat  cocok  dengan  karakter  penduduk  Indonesia  
yang  sangat  senang dengan  tarif  murah  dan  juga  akses  yang  mudah.  
Dua  faktor  utama, kemudahan dan kemurahan itulah yang menjadikan 
angkutan online sangat mudah diterima dan berkembang pesat di tengah 
masyarakat. 
Transportasi online juga memiliki keunggulan yang unik jika 
dibandingkan dengan transportasi konvensional karena memiliki 
keunggulan memanfaaatkan teknologi dan informasi sehingga lebih efektif 
dan efisien dalam penggunaannya. Sebagai pemain lama, transportasi 
konvensional merasa terganggu semenjak kemunculan transportasi online 
dalam dunia usaha transportasi, terutama masalah tarif yang membuat 
pendapatan mereka menurun. Transportasi online yang dibawa oleh pendatang 
baru bagaikan pisau bermata dua. Pertama, inovasi tersebut mampu 
memudahkan pengguna layanan dan juga memberikan efisiensi yang tinggi. 
Di sisi lain, inovasi yang dibawa tersebut juga dapat memberikan dampak 
buruk pada pelaku usaha di industri yang sama.  
Konflik antara transportasi dan transportasi konvensional banyak 
muncul diberbagai daerah di Indonesia atas dampak yang ditimbulkan oleh 
transportasi online tersebut.  Dihimpun dari Prihatin (2017:  10) tercatat 
konflik   pertama   transportasi   online   dan   transportasi   konvensional   di 
Indonesia terjadi pada tanggal 3 Oktober 2015, yaitu bentrokan antara 
angkutan online (Go-jek) dengan angkutan konvensional (ojek pangkalan) di 




transportasi  konvensional  terus  berlanjut  dan  meluas  ke kota-kota lain  di 
Indonesia seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Solo, Malang 
Palembang, Makassar, Medan, Bandar Lampung dan daerah-daerah lainnya 
Konflik antara transportasi online dan transportasi konvensional di 
Kota Pekanbaru seperti aksi demo yang dilakukan oleh sopir taksi konvesional 
yang diikuti dengan aksi memburu sopir taksi online yang mereka dapati, 
kemudian taksi online itu diserahkan kepada pihak Dinas Perhubungan Kota 
Pekanbaru. 
Selain itu konflik juga terjadi pada 20 Agustus 2017 dimana kejadian 
berawal dari sopir taksi konvesional Puskopau dan Kopsi yang sengaja 
memesan sebagai penumpang untuk memancing Gojek dan Gocar. Pemesanan 
dilakukan untuk memastikan apakah mereka masih beroperasi setelah adanya 
spanduk di Kantor Dinas Perhubungan setempat yang menyatakan transportasi 
berbasis aplikasi dilarang di Pekanbaru. Saat itu Go-car datang ke Mal SKA 
menjemput penumpang sesuai pesanan penumpang, seketika itu juga sopir-
sopir taksi lebih kurang 7 mobil yang sudah berkumpul marah dan langsung 
memukuli dan menggembosi ban mobil Go-car dan memberhentikan Go-jek 
yang melintas.  
Kemudian pada pukul 17.00 WIB, para pengendara Go-car dan Go-jek 
berencana melapor ke Kepolisian. Akan tetapi terjadi lagi keributan dan 
pengeroyokan oleh sopir taksi konvesional terhadap pengendara Go-jek. 
Akibat kejadian itulah terjadi aksi ramai-ramai pengendara Go-jek yang 




mengamuk dengan menghancurkan dan mengejar sejumlah mobil taksi 
konvensional (https//regional.kompas.com edisi 21 Agustus 2017). 
Selain itu pada aksi demo driver online pada 5 Februari 2018 
disebutkan bahwa ada 200-an kasus terjadi dan dialami para sopir online, 
mulai dari intimidasi bahkan penganiayaan yang diduga dilakukan oknum 
taksi konvensional selama ini. Itu terjadi khususnya di area Bandara Sultan 
Syarif Kasim II Pekanbaru (m.goriau.com edisi 5 Februari 2018). 
Konflik transportasi online dan transportasi konvensional yang terjadi 
disebabkan persaingan tidak seimbang antara transportasi online dan 
transportasi konvensional. Ketidakseimbangan tersebut tampak dari persoalan 
tarif, pengenaan pajak, uji kelayakan izin registrasi dan pul parkir kendaraan. 
Kelebihan dan keunggulan transportasi online inilah yang pada akhirnya 
menggeser eksistensi transportasi konvensional sehingga menimbulkan 
konflik antara transportasi online dan transportasi konvensional. Ditambah 
lagi dengan jumlah armada taksi konvensional dan angkutan online yang dapat 










Blue Bird 210 Go-Car 720 
Riau Taksi 160 Grab 550 
Puskopau Taxi Center 200 Anterin 120 
Kopsi  200 Maxim 100 
Sumber: Dinas Perhubungan 2018 
Transportasi online, dilihat dari segi hukum penyelenggaraannya tidak 




Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yaitu tidak 
berbadan hukum, tidak memiliki surat domisili usaha, tidak memiliki nomor 
pokok wajib pajak, tidak memiliki armada minimal lima unit, tidak memiliki 
pul untuk servis dan perawatan serta kesiapan administrasi. 
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kemudian 
mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 
2017. Ada sebelas poin yang diatur dalam aturan tersebut, yaitu: jenis 
angkutan sewa, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa 
khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban Surat Tanda Nomor 
Kendaraan (STNK) berbadan hukum, pengujian berkala, keberadaan pul, 
ketersediaan bengkel, pajak khusus, akses dasbor untuk kepentingan 
pengawasan oleh Dirjen Perhubungan Darat, aturan mengenai kemungkinan 
pemberian sanksi, dan pemblokiran sementara.  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 hanya 
mengatur dan berlaku untuk angkutan sewa berupa mobil seperti layanan pada 
Uber, Grab- Car, dan Go-Car, sementara untuk transportasi online roda dua 
pemerintah belum mengaturnya. Tampaknya pemerintah masih belum berani 
membuat keputusan boleh tidaknya kendaraan roda dua sebagai angkutan 
umum ataupun minimal angkutan sewa. Dengan membiarkan terjadinya 
kekosongan regulasi tentang transportasi online roda dua tersebut maka 
konflik antara transportasi konvensional versus angkutan online roda dua 
masih berpotensi terjadi di masa mendatang. 
Kementerian Perhubungan kembali mengeluarkan Permenhub Nomor 




Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah sebagai payung 
hukum bagi semua pihak usaha transportasi online. Diharapkan setelah 
dikeluarkan peraturan ini  dapat meminimalisir gesekan antara kedua pihak 
yang saling serang serta memperjelas status semua transportasi online yang 
beroprasi di Indonesia.  Pemerintah di sini terlihat kurang responsif dalam 
mengatasi konflik transportasi online dan transportasi konvensional yang ada 
di Indonesia, sehingga awal kemunculan transportasi online ini mengalami 
kekosongan regulasi sehingga memunculkan gesekan di masyarakat terutama 
pemeran lama dalam bisnis transportasi dan menyebabkan konflik antara 
transportasi online dan transportasi konvensional. 
Dalam konflik taksi konvensional dengan angkutan online Dinas sudah 
terbantu dengan adanya Permenhub 108 Tahun 2017 yang dikeluarkan tanggal 
1 November tahun 2017 dengan masa sosialisasi selama tiga bulan dan mulai 
berlaku efektif per 1 Februari 2018. Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 
mengatur tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, yakni angkutan dalam wilayah 
perkotaan dan/atau kawasan tertentu, atau dari suatu tempat ketempat lain, 
mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. 
Beberapa jenis angkutan yang terdapat dalam kategori tersebut yaitu taksi, 
angkutan pariwisata, angkutan karyawan, angkutan sewa, angkutan 
permukiman, dan angkutan sewa khusus dengan penggunaan aplikasi berbasis 
teknologi infomasi. 
Angkutan online termasuk kedalam kategori angkutan sewa khusus 




polisi berwarna hitam, tidak memakai argometer, dan tidak memiliki identitas 
khusus. Sedangkan taksi merupakan angkutan umum yang melayani 
penumpang tidak dalam trayek yang memiliki ciri-ciri yang diatur adalah 
sebagai berikut: identifikasi “taksi” pada fisik kendaraan, memiliki nomor 
polisi berwarna kuning, dan memakai argometer. Untuk mengakomodir jenis 
angkutan yang demikian, maka dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 
dibuatlah peraturan tentang angkutan sewa khusus atau bisa disebut juga 
angkutan sewa online. Artinya secara hukum pemerintah mengakui 
keberadaan angkutan yang berbasis aplikasi tersebut dengan syarat kendaraan 
angkutan online tersebut memenuhi syarat-syarat untuk beroperasi di kota 
yang telah ditetapkan oleh Permenhub 108 tahun 2017 tersebut. Dimana syarat 
tersebut adalah: 
Pasal 26 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. menggunakan Mobil Penumpang Sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang atau 
Mobil Penumpang Bukan Sedan yang memiliki 2 (dua) ruang paling 
sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik; 
2. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam 
tulisan putihatau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3. memiliki kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 
4. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca 
depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, 
tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar 




5. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera 
pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan 
sewa khusus; 
6. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan 
7. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam 
kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa. 
Setelah Permenhub 108 Tahun 2017 berlaku, maka seharusnya konflik 
dapat diselesaikan, Namun dinas belum maksimal dalam mengelola konflik 
tersebut, dinas hanya melakukan sebatas perencanaan dan belum dapat 
merealisasikan perencanaan. Pemerintah kota Pekanbaru dimana yang 
berwenang dalam mengelola konflik adalah pemerintah di Dinas Perhubungan 
Kota Pekanbaru tidak mampu melaksanakan perannya untuk menyelesaikan 
konflik  taksi konvensional dengan angkutan online dan juga belum mampu 
melaksanakan sepenuhnya hal yang terdapat dalam Permenhub 108 Tahun 
2017. Hal ini semakin jelas dengan:  
1. Terdapat banyak angkutan online yang tidak memiliki izin dan tidak 
mengikuti persyaratan seperti yang tertera dalam Permenhub 108 Tahun 
2017. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak dapat melaksanakan 
Permenhub 108 Tahun 2017 dengan baik karena banyak angkutan online 
yang tidak memiliki izin untuk beroperasi dan tidak memenuhi syarat 
seperti yang telah tertera dalam Permenhub No. 108 yang membuat pihak 
taksi konvensional merasa tidak mendapat keadilan dari pemerintah. Hal 
ini dikemukakan langsung oleh salah satu staff Dinas Perhubungan Kota 




Kota Pekanbaru baru ada 2 mitra usaha dari angkutan online yang 
mengurus izin ke dinas yaitu : 
a. Koperasi Mitra Usaha Trans, tercatat 5 kendaran yang sudah 
melengkapi persyaratan untuk mendapat izin beroperasi.  
b. PT ACR Berjaya, tercatat 24 Kendaraan yang sudah melengakapi 
persyaratan untuk mendapatkan izin dan sudah mendapatkan izin 
untuk beroperasi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
2. Angkutan online melebihi kapasitas kuota yang telah ditentukan. Provinsi 
Riau mendapatkan kuota sebanyak 247 unit kendaraan, sedangkan 
angkutan online di Kota Pekanbaru sudah mencapai lebih kurang 1000 
kendaraan 
3. Pengakuan dari informan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa 
seharusnya pada bulan Mei 2018 akan diadakan razia terhadap angkutan 
online namun tertunda dengan alasan politik . Melihat konflik yang terjadi 
antara taksi konvensinal dengan angkutan online, maka dapat dianalisis 
terdapat fenomena bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak dapat 
melakukan manajemen konflik dengan baik sehingga terjadi konflik antara 
taksi konvensional dengan angkutan online. 
Masalah inilah yang menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian 
mengenai konflik  antara  transportasi  online  dan  transportasi  konvensional 
di Kota Pekanbaru dan melihat peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
dalam turut serta menyelesaikan konflik ini. Topik ini penting untuk diteliti 
karena menyangkut masyarakat luas terutama para masyarakat yang berkerja 




pihak-pihak terkait terutama pemerintah daerah dalam penyelesaian berbagai 
konflik terutama konflik antara transportasi online dan transportasi 
konvensional di Kota Pekanbaru. 
Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sangat diperlukan untuk 
meminimalisir konflik ini kembali memanas. Pemangku kepentingan perlu 
duduk bersama membahas bagaimana seharusnya kebijakan dibuat untuk 
mengayomi semua pihak. Tanpa adanya peran yang jelas dan tegas dari 
Pemerintah  Daerah  Kota Pekanbaru tentu  akan  memperluas  efek negatif   
yang   ditimbulkan   oleh   konflik   ini.   Kesetabilan   sosial   dalam 
masyarakat akan sangat berpengaruh dalam tata kelola Pemerintah Daerah 
Kota Pekanbaru ini sendiri. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka 
perlu dilakukan penelitian mengenai “Peran Dinas Perhubungan Dalam 
Penyelesaian Konflik Transportasi Online dan Transportasi Konvensional di 
Kota Pekanbaru”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penyelesaian 
konflik transportasi Online dan transportasi konvensional? 
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Konflik Transportasi Online 






1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu:. 
1. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan terhadap penyelesaian 
konflik Transportasi Online dan Transportasi Konvensional di Kota 
Pekanbaru 
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penyelesaian konflik 
TranSportasi Online dan Transportasi Konvensional 
 
1.4 Manfaat  Penelitian 
Adapun kegunaan dari peneitian ini adalah 
1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan 
dan pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu politik dan ilmu 
pemerintahan, yang berkaitan dengan konflik transportasi online dan 
transportasi konvensional, dan peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
dalam penyelesaian konflik sosial antar masyarakat. 
2. Guna Akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi 
dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang 
sama. 
3. Kegunaan praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan 
rekomendasi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam 
mengambil kebijakan dalam mengatasi konflik antara transportasi online 
dan transportasi konvensional. Terutama bagi Pemerintah Daerah Kota 
Pekanbaru dalam mengatasi konflik Transportasi Online dan 
Konvensional, agar konflik yang sudah terjadi tidak terulang kembali dan 





2.1. Definisi Peran 
Menurut Friedman (1998:286) peran adalah serangkaian perilaku 
yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan 
baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada perskripsi 
(ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu 
harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-
harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran 
tersebut. 
Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki peran 
yang berbeda-beda yang harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang 
berlaku. Peran merupakan perilaku setiap individu maupun organisasi atau 
kelompok yang sangat penting dalam kehdupan masyarakat, karena 
didalamnya terdapat harapan-harapan yang tujuannya adalah untuk 
mensejahterakan masyarakat untuk saling memudahkan satu sama lain dalam 
menjalankan perannya masing-masing.Dalam teorinya Biddle dan Thomas 
dalam Sarwono (2008:215), membagi peristilahan dalam peran menjadi 
empat golongan yaitu : 
1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 




Ada beberapa istilah mengenai orang-orang yang mengambil bagian 
dalam interaksi sosial yaitu : 
1. Aktor (pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti peran 
tertentu. Dalam penelitian ini aktor atau pelaku yang terlibat adalah 
Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang 
2. Target (sasaran) atau orang lain (other) yaitu orang yang mempunyai 
hubungan dengan aktor dan perilakunya. Kaitannya dengan penelitian ini 
target (sasaran) adalah supir angkutan umum, dan masyarakat yang 
menggunakan jasa terminal dan angkutan umum. 
Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008:216) ada 5(lima) 
istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yaitu: 
1. Expectation (harapan)Harapan tentang peran adalah harapan-harapan 
orang lain (pada umumnya) tentang perilaku yang pantas, yang 
seyogyanya ditunjukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu 
dalam masyarakat. 
2. Norm (norma)Menurut Secord dan Backman (1964)dalam Sarwono 
(2008:217) “norma” hanya merupakan suatu bentuk harapan. Jenis-jenis 
harapan menurut Secord dan Backman adalah sebagai berikut: 
a. Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan 
tentang suatu perilaku yang akan terjadi. 
b. Harapan normatif Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008:218) 
membagi harapan normatif ini kedalam 2 (dua) jenis yaitu: 
1) Harapan yang terselubung (cover), harapan itu tetap ada 
walaupun tidak diucapkan, seperti dokter harus menyembuhkan 




2) Harapan yang terbuka (over), harapan yang diucapkan misalnya 
ayah yang meminta anaknya menjadi orang yang bertanggung 
jawab dan rajin belajar. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran 
(role demand) tuntutan peran internalisasi dapat menjadi norma 
bagi peran yang bersangkutan 
c. Wujud perilaku dalam peran Sarbin (1996) dalam Sarwono 
(2008:219) menyatakan bahwa perwujudan peran dalam istilah sarbin 
(role:enactment) dapat dibagi-bagi dalam tujuh golongan menurut 
intensitasnya. Intensitas ini diukur berdasarkan keterlibatan diri (self) 
aktor dalam peran mana yang dibawakannnya. Tingkat intensitas 
yang terendah adalah keadaan dimana diri aktor sangat tidak terlihat. 
Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistis saja. 
Sedangkan tingkat peran yangtertinggi akan terjadi jika aktor 
melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang 
dikerjakan. 
d. Penilaian dan sanksi Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008:220) 
mengatakan bahwa kedua hal tersebut didasarkan pada harapan 
masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu, orang 
memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan 
negatif dan positif inilah yang dinamakan penilaian peran. Di pihak 
lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk 
mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran 
diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya negatif bisa berubah 




Dari kedua teori di atas bisa kita lihat persamaan mengenai definisi 
tentang peran. Friedman (1998:286) dan Biddle dan Thomas dalam Sarwono 
(2008:220) mengemukakan definisi yang hampir serupa yang keduanya 
menekankan peran kepada indikator harapan. Dimana harapan dalam peran ini 
adalah sesuatu yang menjadi arahan kepada individu-individu sesuai dengan 
apa yang mereka harapkan dan orang lain harapkan mengenai peran-peran 
tersebut baik dalam kedudukan formal maupun nonformal sesuai dengan 
dimana individu tersebut melakukan interaksi sosial. Namun dalam hal ini 
Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008:216) memiliki indikator-indikator 
peran yang lebih lengkap dibandingkan dengan definisi peran menurut 
Fiedman (1998:286) tidak hanya tentang harapan saja namun Bidlle dan 
Thomas dalam Sarwono (2008:216) membaginya kepada indikator-indikator 
harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi dan sanksi. 
Berkaitan dengan peran tersebut, maka akan muncul norma-norma 
yang harus ditaati secara bersama-sama agar harapan-harapan tersebut dapat 
tercapai. Harapan tersebut dapat tercapai apabila setiap orang atau badan 
publik tersebut menjalankan perannyadengan baik. Menurut Soekanto 
(2006:243), peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). 
Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan 
tidak dapat dipisahkan, karena satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 
Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang 
mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan 




diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang 
diberikan oleh masyarakat kepadanya. 
Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. 
Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan 
perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan yang melekat pada diri seseorang 
harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi 
seseorang dalam masyarakat (social position) 
merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada 
organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, 
penyesuaian diri dan sebagian suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu 
posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. 
Menurut Levinson dalam Soekanto (226:244), peranan mencakup tiga hal: 
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 
rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 
kemasyarakatan. 
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu 
dalam masyarakat sebagai organisasi. 
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat. 
Peranan menurut Soekanto dan Levinson di atasmempunyai kesamaan 
dimana keduanya menekankan definisi peranan kepada apa yang dilakukan 




sosial dimasyarakat. Karena sebuah peranan itu dibentuk di dalam sebuah 
organisai melalui kedudukan yang diberikan kepada individu-individu untuk 
dilakukan. 
Peran atau peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan 
oleh seseorang, pengharapan semacam itu merupakan norma yang dapat 
mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Menurut Thoha (2003:80) 
bagaimana seseorang berperilaku dalam peranan organisasi sangat ditentukan 
oleh: 
1. Karakteristik pribadinya 
2. Pengertiannya tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya 
3. Kemauannya untuk mentaati norma yang telah menetapkan pengharapan 
tadi 
Thoha (2003:80) menyatakan, dalam bahasa organisasi, peranan 
diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen 
tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan, dan tanggung jawab atas 
sesuatu pekerjaan. Dalam bahasa psikologi sosial, uraian jabatan itu 
memberikan serangkaian pengharapan yang menentukan terjadinya peranan. 
Persoalan yang sering terjadi dalam suatu organisasi seringkali ditimbulkan 
karena peranan tidak dibagi secara jelas diantara orang-orang dalam organisasi 
tersebut, sehingga terjadi keraguan dan konflik peran. Organisasi tidak mampu 
memberikan informasi yang jelas kepada pendukungnya, tentang apa dan 
bagaimana yang harus dimainkan. Kejadian seperti ini seringkali terjadi 




tidak menentu serta kualitas kepemimpinan yang kurang mampu 
mendeskripsikan tujuan, misi dan norma kedalam peran-peran tertentu dalam 
organisasi. 
Thoha dalam hal ini menjelaskan mengenai peranan individu dalam 
sebuah organisasi, hampir sama dengan teori yang dijelaskan oleh Levinson 
dan Soekanto namun perbedaan dari teori tersebut terlihat dari pandangan 
Thoha mengenai dokumen tertulis yang menjelaskan mengenai peranan-
peranan yang memuat mengenai persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab 
atas sebuah kedudukan dalam organisasi. Thoha jugamenjelaskan mengenai 
konflik peran yang sering ditemukan dalam organisasi yaitu organisasi tidak 
dapat memberikan informasi yang jelas terhadap peranan yang harus 
dilakukan oleh individu di dalam organisasi. 
2.1.2 Peran Sektor Publik 
Menurut Mahsun (2009) sektor publik dapat dipahami sebagai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang 
dan jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara 
lainnya yang diatur dengan hukum. Jadi, munculnya sektor publik berawal 
dari adanya kebutuhan masyarakat secara bersamaan terhadap barang atau 
layanan tertentu. Agar tercapai prinsip keadilan dalam hal pengalokasian dan 
pendistribusian barang dan layanan umum, maka dipilih sekelompok 
masyarakat sebagai pengelola, yang salah satunya kini dikenal dengan sebutan 
pemerintah. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah baik pusat 




kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. 
Organisasi yang tergolong sebagai organisasi sektor publik di indonesia 
mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan yang 
bersahamkan pemerintah (BUMN, BUMD), organisasi bidang pendidikan, 
organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa. 
Sebagai lembaga pengelola barang publik dan penyedia pelayanan, 
menurut Jones (1993) dalam Mashun (2009:8-9) organisasi sektor publik 
memiliki tiga peran utama yaitu: 
1. Regulatory role, organisasi sektor publik berperan dalam menetapkan 
segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada 
aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat. Bisa saja 
sebagian masyarakat dirugikan karena tidak mampu/mendapatkan akses 
memperoleh barang atau layanan yang sebetulnyauntuk umum sebagai 
akibat dari penguasaan barang atau layanan tersebut oleh kelompok 
masyarakat lainnya. 
2. Enabling role,adalah peran organisasi publik dalam menjamin 
terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan dalam penyedian barang 
dan jasa publik, dimana sektor publik harus dapat memastikan kelancaran 
aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukkan 
masyarakat. Implikasinya sektor publik diberi kewenangan untuk 
penegakkan hukum dalam kaitannya menjamin ketersediaan barang dan 
jasa publik yang sesuai dengan hukum. 
3. Direct provision of goods and service, karena semakin kompleksnya area 




pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung maka pemerintah 
dapat melakukan privatisasi. Sehingga disini peran sektor publik adalah 
ikut mengendalikan/mengawasi sejumlah proses pengadaan barang jasa 
publik serta regulasi yang ditetapkan sehingga tidak merugikan 
masyarakat. 
Jika dilihat dari definisi dan peran sektor publik tersebut di atas, maka 
dengan kata lain sektor publik adalah government (pemerintah) yang berfungsi 
untuk mensejahterakan masyarakat, dimana pemerintah diberi kekuasaan‟oleh 
masyarakat untuk mengatur dan menjamin pemenuhan kebutuhan barang dan 
jasa yang berlandaskan hukum. 
Teori yang dikemukakan oleh Jones (1993) dalam Mashun (2009:8-9) 
di atas sangat relevan dengan penelitian ini dibandingkan dengan teori peran 
yang lain, karena dalam penelitian ini membahas mengenai peran Dinas 
Perhubungan yang mana Dinas Perhubungan adalah organisasi sektor publik 
atau biasa disebut dengan pemerintah. 
 
2.2  Teori Konflik 
Wirawan (2010) menuliskan istilah konflik berasal bahasa latin 
configure yang memiliki arti saling memukul. Konflik dari bahasa latin 
diadopsi ke dalam bahasa Inggris (conflict) yang kemudian diadopsi ke dalam 
bahasa Indonesia (konflik). Konflik merupakan proses pertentangan yang 
diekspresikan antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai 




Soekanto dalam Ahmadi (2009) mendefinisikan konflik sebagai suatu 
proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha 
untuk  memenuhi  tujuannya  dengan  jalan  menentang  pihak  lawan  yang 
disertai dengan ancaman dan kekerasan. Jadi konflik tidak selalu diidentikan 
dengan kerusakan. Konflik dalam hal ini dipahami sebagai sebuah keadaan 
yang tidak diinginkan karena menimbulkan kecemasan dan perasaan tidak 
nyaman. Konflik lyang demikian, merupakan konflik yang terjadi antar 
individu atau kelompok-kelompok yang menggunakan tindakan ancaman dan 
kekerasan untuk memenuhi kebutuhan, melindungi kepentingan maupun 
mencapai tujuannya. 
Webster dalam Pickering (2006) mendefinisikan konflik sebagai : 
1. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu 
sama lain. 
2. Keadaan  atau   prilaku   yang  bertentangan  (misalnya:  pertentangan 
pendapat, kepentiingan, atau petentangan antarindividual). 
3. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang 
bertentangan. 
4. Perseteruan. 
Konflik  oleh  Rahmadi  (2011)  merunjuk  pada  perselisihan-
perselisihan yang para pihaknya sudah maupun belum teridentifikasi atau 
dapat diidentifikasi secara jelas. Seorang dapat mengalami konflik dengan 
orang- orang di lingkungannya atau kondisi-kondisi sosial dan ekonomi yang 
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pribadinya, sehinggLa ia mengalami 




Perspektif teori ilmu sosial dalam Hayat (2017) konflik merupakan 
sebuah dogma masyarakat terhadap struktural fungsional yang semakin luas 
dengan  berbagai  perbedaan  secara  substantif  dari  perubahan  dan 
perkembagan masyarakat. Keberadaan konflik memberikan ruang kepada 
seluruh lapisan masyarakat untuk sadar dan mengerti makna dari 
bermasyarakat, terutama dalam konsep masyarakat modern saat ini, situasi 
konflik bisa saja terjadi di mana saja, tanpa mengenal ruang dan waktu sesuai 
dengan keberadaan perbedaan itu sendiri, baik terhadap individu dengan 
individu, atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. 
Konflik dari perspektif sosiologis dalam Usman (2001) bahwa konflik 
itu timbul akibat terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan dalam kehidupan 
individu,   kelompok dan masyarakat. Berbeda    dan   masyarakat.   Berbeda   
konflik   dari   perspektif komunikasi  dalam  Usman  (2001:  34)  konflik  
dalam  proses  komunikasi, terjadi akibat pelemplaran pesan yang tidak 
memuaskan antara komunikan dengan komunikator. Untuk melihatnya, 
konflik komunikasi selalu terikat dengan berbagai teori sosiologi, terutama 
teori evolusi,interaksi, bahkan teori integrasi,   karena   teori   konflik   
berkembang   dari   teori-teori   struktural fungsional di mana salahllll satu 
tokohnya adalah Karl Marx yang menggambarkan masalah kepentingan-
kepentingan manusia. 
Berdasarkan pemaparan ahli maka dapat disimpulkan bahwa konflik 
merupakan pertentangan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang 




fisik ataupun non fisik. Kondisi yang terjadi berupa pertentangan dan 
perbedaan  yang akibatnya  dapat  menimbulkan  rasa  cemas  dan  rasa  tidak 
aman sebab sedikitnya konflik yang terjadi menggunakan ancaman dan 
tindakan kekerasan dalam mencapai tujuannya. 
2.2.1 Faktor Penyebab Konflik 
Rahmadi (2011: 7) mengatakan konflik dapat timbul karena berbagai 
sebab.  Paling  tidak  ada  beberapa  teori  tentang  konflik,  yaitu  teori 
hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori 
kesalahpahaman, teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia. 
1. Teori hubungan masyarakat menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh  
polarisasi  yang  terus  terjadi,  adanya  ketidakpercayaan  dan rivalitas 
kelompok dalam masyarkat. 
2. Teori  negosiasi  prinsip  menjelaskan  bahwa  konflik  terjadi  karena 
posisi-posisi   pihak   yang   tidak   selaras   dan   adanya   perbedaan- 
perbedaan di antara para pihak. 
3. Teori identitas menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok yang 
merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. 
4. Teori  kesalahpahaman  antar  budaya  menjelaskan  bahwa  konflik 
terjadi karena ketidakcocolkan dalam berkomunikasi di antara orang- 
orang dari latar belakang buLdaya yang berbeda. 
5. Teori transformasi menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena 
adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud 




kepentingan  manusia  menjelaskan,  bahwa  konflik dapat terjadi karena 
kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi 
atau merasa dihalangi oleh pihak lain. 
Menurut Wirawan (2010:) konflik dapat terjadi secara alami karena 
adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Berikut 
adalah kondisi yang bisa menimbulkan konflik menurut Wirawan dalam 
bukunya  
1. Keterbatasan Sumber 
Selalu mengalami keterbatasan sumber-sumber yang diperlukan 
untuk mendukung kehidupannya. Keterbatasan itu menimbulkan    
terjadinya    kompetisi diantara manusia untuk mendapatkan sumber yang 
diperlukan dan hal ini sering menimbulkan konflik  
2. Tujuan yang Berbeda 
Dikemukakan oleh Hocker dan Wilmot dalam (Wirawan, 2010), 
konflik  terjadi  karena pihak-pihak  yang terlibat  mempunyai  tujuan 
yang berbeda. Konflik bisa juga terjadi karena tujuan pihak yang terlibat 
konflik berbeda. Konflik juga bisa terjadi karena tujuan pihak yang terlibat 
konflik sama, tetapi cara untuk mencapainya berbeda; 
3. Komunikasi yang Tidak Baik 
Komunikasi yang tidak baik sering menimbulkan konflik dalam 
organisasi. Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik, misalnya 
distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan 





4. Beragam Karakteristik Sistem Sosial 
Di Indonesia konflik dalam masyarkat sering terjadi karena 
anggotanya mempunyai karakteristik yang beragam: suku, agama dan 
ideologi. Karakteristik ini sering diikuti dengan pola hidup yang ekslusif 
satu sama lain yang menimbulkan konflik ; 
5. Pribadi Orang 
Ada orang yang memiliki sifat kepribadian yang mudah 
menimbulkan konflik, seperti selalu curiga dan berfikiran negatif kepada 
orang lain, egois, sombong, merasa yang paling benar, kurang dapat 
mengendalikan emosi, dan ingin menang sendiri. Sifat-sifat seperti itu 
mudah untuk meyulut konflik jika berinteraksi dengan orang lain. Ada 
orang yang tidak dapat membedakan posisinya sebagai pejabat dalam 
organisasi dengan posisinya sebagai individu atau pribadi  
6. Kebutuhan 
Orang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau 
mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas 
jumlahnya. Kebutuhan itu merupakan pendorong terjadinya konflik 
manusia. Jika kebutuhan orang diabaikan atau terlambat, maka bisa 
memicu terjadinya konflik. 
7.  Perasaan Dan Emosi 
Orang juga mempunyai perasaan dan emosi yang berbeda sebagian 
orang mengikuti  perasaan  dan  emosinya  saat  berhubungan  dengan 




emosinya menjadi tidak rasional (irasional) saat berinteraksi dengan orang 
lain. Perasaan dan emosi tersebut bisa menimbulkan konflik dan 
menentukan perilakunya saat terlibat konflik. 
Berdasarkan faktor-faktor penyebab konflik yang dikemukakan oleh 
para ahli, dapat disimpulkan konflik dapat terjadi karena berbagai macam hal. 
Bisa terjadi karena ekonomi, pribadi orang ataupun dipengruhi perasaan dan 
emosinya. Perlu adanya kesadaran dari diri sendiri untuk meminimalisir   
konflik   seperti   sikap   toleransi   antar   individu   agar penyebab-penyebab 
konflik tersebut dapat dimimalisir sehingga terciptanya kehidupan yang 
harmonis. 
2.2.2. Resolusi Konflik 
Pedoman analisis penyelesaian sengketa menurut Widjaja (2001) 
Teknik penyelesaian adalah teknik yang digunakan untuk mencari sousi dari 
suatu permasalahan konflik yang terjadi antara transportasi online dan 
konvensinal yang akan dicarikan solusinya serta menyelesaikan permasalahan 
secara adil. 
1. Mediasi 
Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para 
pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa 
untuk mencari kesepakatan bersam. Pihak luar tersebut disebut dengan 
mediator yang tidak berwenang memutus sengketa, tetapi hanya 





Para ahli mengemukakan makna mediasi secara etimologi dan 
terminology, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “mediare” yang 
berarti berada ditengah. Makna ini menunjukan pada peran yang 
ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya 
menegahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada 
ditengah” juga bermakan mediator harus berada pada posisi netral dan 
tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga 
kepentingan para pihak yang bersengketa secara adill dan sama, sehingga 
menumbuhkan kepercayaan dari ara pihak yang bersengketa.  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi memberikan 
arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 
perselisihan sebagai penasihat. 
Penjelasan mediasi secara etimologi ini lebih menekankan 
keberadaan pihak ketiga atau pihak yang bertugas sebagai penengah antara 
kedua belah pihak yang bersengketa dan hanya menjelaskan sifat 
bagaimana mediasi itu, tanpa ada menjelaskan mediasi secara mendalam. 
2. Konsiliasi  
Konsiliasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik diluar 
pengadilan yang berarti bahwa proses penyelesaian tersebut dilakukan 
secara damai apabila para pihak yang berkonflik telah sepakat untuk 
menemukan solusi yang bersahabat. Konsiliasi mencakup berbagai ragam 





Konsiliasi juga merupakan kombinasi antara penyelidikan dan 
mediasi.pada prakteknya, proses penyelesaian konflik melalui konsiliasi 
mempunyai kemiripan dengan mediasi. Perbedaan yang dapat diketahui 
dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hokum acara yang lebih 
foarmal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada 
beberapa tahap yang biasanya harus dilalui. 
3. Negosiasi  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan naegosiasi 
sebagai proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memeberi 
atau menerima guna amencapai kesepakatan bersama antara satu pihak 
dengan pihak yang lainnya. Karaktersitik utama dalam negosiasi adalah 
senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individual maupun perwakilan 
organisasi. Memiliiki ancaman terjadinya atau didalamnya mengandung 
konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadinya kesepakatan dalam 
akhir negosiasi. Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa 
tawar menawar maupun tukar menukar. Hamper berbentuk tatap muka, 
yang menggunakan bahasa visan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. 
Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal dimasa depan atau sesuatu 
hal yang belumterjadi dan kita inginkan terjadi. Ujung dari negosiasill 
adalah adanya kesepakatan  yang diambil oleh kedua belah pihak, 






2.3 Pandangan Islam Tentang Penyelesaian Konflik 
Dalam al- qur‟an, istilah konflik merujuk pada kata „aduw yang 
artinya adalah permusuhan, pertentangan dan juga konflik. Sebetulnya 
penjelasan dari kata-kata aduw itu bisa ditemukan dalam banyak ayat al-
qur‟an. Setidaknya ada 19 kali meliputi bahasan seperti konflik fir‟aun dan 
bani israil, konflik mu‟min dan kafir dan lainnya.   
1. Al-Qur'an Surat Ali-„Imran Ayat 159. 
 
 ُفْعَاف ۖ َِكنْىَح ٍْ ِي اى َُّضفَْ َلَ ِبَْهقْنا َظِيهَغ اًَّّظف َجُْ ُك َْىنَو ۖ ُْىَهن َجُْ ِن ِ هاللَّ ٍَ ِي ٍت ًَ ْحَز ا ًَ َِبف
 ُْىهُْ َع ُّبُِحي َ هاللَّ ٌه ِإ ۚ ِ هاللَّ ًَهَع ْمهكََىَخف َجْيَزَع اَِذَئف ۖ ِسَْيْلْا ِيف ُْىهْزِواَشَو ُْىَهن ِْسفَْغخْساَو
 ٍَ ِيه ِّكََىخ ًُ ْنا 
Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekelilingmu. karena itu ma‟afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali-
„Imran: 159) 
Al-Qur‟an mengajarkan tentang etika dalam menyelesaikan suatu 
perkara dalam bermusyawarah yaitu mengedepankan cara-cara yang lembut 
dan santun, tidak berucap dan berlaku kasar apalagi menyakiti perasaan 
orang yang bermusyawarah. Sebab kalau sikap kerasan dan kasar yang 
ditunjukkan akan menimbulkan sikap antipati dari orang lain. Nabi 
Muhammad Saw mengajarkan dan mendidik umat Islam tentang perangai 
yang sangat luhur dan mulia, yaitu tidak bersikap kasar dan tidak berhati 




Dalam bermusyawarah sangat ditekankan tentang adanya kesediaan 
mendengar dan menghargai pendapat orang lain, tidak boleh mementingkan 
idenya sendiri, apalagi sampai memaksa orang lain untuk mengikutinya. 
Kalaupun ide kita itu sangat baik, tetapi disampaikan denegan cara yang 
kasar dank eras, maka pihak lain akan menolaknya, maka perlu kesabaran 
dan kesantunan secara bertahap untuk meyakinkan orang lain agar mereka 
mau menerima dan mengikutinya. Kendatipun hasil musyawarah untuk 
menyelesaikan perselisihan itu sudah dicapai, hendaklah tetap 
menyandarkan diri dengan bertawakkal kepada Allah Swt agar keputusan 
yang telah diambil bersama itu tidak menyalahi ketentuanNya dan 
dimudahkan jalannya oleh Allah Swt dalam melaksanaan hasil keputusan 
musyawarah tersebut.  
Pada ayat ini disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut 
dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk dilaksanakan 
sebelum bermusyawarah. Penyebutan ketiga hal itu, walaupun dari segi 
konteks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan dengan 
Perang Uhud, namun dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah, ia 
menghiasi diri Rasulullah dan setiap orang yang melakukan musyawarah. 
Setelah itu, disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya 
hasil musyawarah dan bulanya tekad. Pertama, Seorang yang melakukan 
musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama 
harus ia hindari adalah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena 




musyawarah ditekankan memberi maaf dan membuka lembaran baru. 
Memaafkan adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain 
yang dinilai tidak wajar. Ini perlu karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, 
sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya 
kekeruhan hati. Dalam bermusyawarah harus mempersiapkan mentalnya 
untuk selalu bersedia memberi maaf, karena boleh jadi ketika melakukan 
musyawarah terjadi perselisihan pendapat, dan bila mampir ke hati, akan 
mengeruhkan pikiran bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi 
pertengkaran dan melahirkan konflik baru. Ketiga, yang harus mengiringi 
musyawarah adalah permohonan maghfirah dan ampunan Allah Swt. Hal ini 
dilakukan untuk mencapai hasil yang terbaik dari hasil musyawarah. 
2. Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 9 dan 13. 
a. Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 9.  
 
و ٍَ ِي ٌِ َاَخِفئَاط ٌْ ِإ َ ًَهَع ا ًَ ُهاَدِْحإ ْجََغب ٌْ ِ َئف ۖ ا ًَ َُهَُْيب اىُِحهَْصَأف اُىَهَخخْقا ٍَ ِيُِيْؤ ًُ ْنا
 ا ًَ َُهَُْيب اىُِحهَْصَأف ْثَءَاف ٌْ ِ َئف ۚ ِ هاللَّ ِسَْيأ ًٰ َنِإ َءِيَفح ًٰ هخَح يِغَْبح ِيخهنا اُىِهحَاَقف ٰيَسُْخْلْا
 ُّبُِحي َ هاللَّ ٌه ِإ ۖ اُىطِسَْقأَو ِلْدَعْنِاب ٍَ يِطِسْق ًُ ْنا 
Artinnya: "dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! 
Jika salah satu dari keduanya melanggar perjanjian 
terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian 
itu kamu perangi sampai golongan itu kembali pada 
perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali 
(kepadaperintah Allah), maka damaikanlah antara 
keduanya dengan adil, dan hendaklah kamu berlaku adil; 
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku 






b. Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13. 
 ٌه ِإ ۚ اُىفَزاََعِخن َِمئَاَبقَو اًّبىُعُش ْىُكَاُْهَعَجَو ًٰ َثَْ ُأَو ٍسَكَذ ٍْ ِي ْىُكَاَُْقهَخ اهَِإ ُساهُنا َاهَُّيأ َاي
 ٌسِيبَخ ٌىِيهَع َ هاللَّ ٌه ِإ ۚ ْىُكَاقَْحأ ِ هاللَّ َدُْ ِع ْىُكَيَسَْكأ 
Artinya:‟ "Wahai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang 
yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujurat : 
13) 
 
Sebagai mahluk sosial, manusia memang akan selalu dihadapkan pada 
kenyataan tentang konflik. Bahkan Dahrendorf dalam Margaret (2000:131), 
menganggap manusia memiliki sifat ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja 
sama. Salah satu konflik terbesar manusia sebetulnya tidak terletak pada 
konflik politik, atau peperangan melainkan pada konflik yang ada dalam diri 
mereka. Salah satu konflik diri yang paling besar adalah bagaimana 
menetralisir hati untuk melawan hawa nafsu.  Hal itu sudah lama tertuang 
dalam hadis rasulullah SAW yang berbunyi: 
 
هاَىَه َو َهَسَْفن ُلُج َّرلا َدَهاَُجي َْنأ ِداَهِجْلا ُلَضَْفأ  
Artinya: “Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad [berjuang] 
melawan dirinya dan hawa nafsunya,” (hadits ini derajatnya 
shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar dari Abu Dzarr 
Radhiyallahu anhu.) 
 
Konflik dalam diri ini biasa disebut juga dengan konflik batin. Dalam 
konflik ini, manusia harus bisa meredam keinginan-keinginannya karena 
beragam hal yang harus dipertimbangkan. Manusia juga harus bisa melihat 




mendapatkan apa yang diinginkannya atau tidak. Jika tidak mampu, maka 
sudah seharusnya menunda atau bahkan melupakan keinginan yang sangat 
diinginkannya itu. Manusia dihadapkan pada fakta bahwa dirinya harus 
menahan keinginannya untuk kemudian dikorbankan demi sesuatu yang 
disebut dengan kepentingan sosial. Manusia dalam suatu kondisi terkadang 
harus memilih untuk mengedepankan kepentingan sosial ketimbang 
kepentingan pribadinya. Itu sangat wajar mengingat manusia adalah mahluk 
sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Tak ada manusia yang bisa 
hidup sendiri di dunia ini karena pada dasarnya manusia diciptakan tidaklah 
sendiri.  
Manusia memang selalu terlibat konflik. Itu karena menurut al-qur‟an 
manusia memiliki potensi yang tinggi dalam hal konflik. Pernyataan tersebut 
termaktub dalam ayat al-qur‟an surat al kahfi: 54. Kemudian ayat tersebut juga 
diperkuat oleh beberapa hadis salah satunya hadis dari ibnu Abbas yang 
mengatakan bahwa „Tidak ada sesuatu yang memiliki kecenderungan amat 
keras untuk konflik selain manusia‟.  Konflik manusia terjadi sejak jaman nabi 
adam sampai dengan sekarang. Ada banyak hal yang memicu konflik dalam 
kehidupan manusia. Adapun potensinya berbeda satu sama lain namun secara 
umum konflik pada manusia terjadi akibat adanya kondisi berlawanan antara 
kebutuhan dan keinginan. Hal itu saling bertabrakan yang kemudian 
memunculkan dinamika konflik. Hal yang harus diingat bahwa dalam islam 
tidak dikehendaki untuk umatnya melakukan penindasan baik dalam bentuk 
fisik atau fitnah media. Islam lebih menghendaki umatnya untuk saling 




Konsep Islam Rahmatan Lil Alamin yang mengandung nilai universal 
dan sempurna menjadi sebuah pedoman hidup untuk menggapai kebahagiaan 
dalam mengarungi kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat kelak, sehingga 
untuk menggapainya, paling tidak, hubungan atau interaksi vertical (hablun 
minallah) dan horizontal (hablun minannas) harus diperhatikan dan dipahami 
dengan sesungguhnya. 
Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kesehariannya tentu melakukan 
interaksi dengan sesamanya, sehingga hubungan antar manusia pun diatur 
sedemikian rupa dalam Islam, demi terciptanya keharmonisan dan kedamaian 
dalam kehidupannya. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan ummatnya untuk 
senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran agama Allah, hidup rukun, 
menjunjung tinggi nilai persaudaraan, persatuan dan kesatuan tanpa 
permusuhan sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat 
Ali Imran ayat 103 : 
 ِْذإ ْىُكْيَهَع ِ هاللَّ َج ًَ ْعَِ اوُسُكْذاَو ۚ اُىق هَسفَح َلََو ا ًّعي ًِ َج ِ هاللَّ ِمْبَِحب اى ًُ ِصَخْعاَو ُْىخَْحبَْصأَف ْىُِكبُىُهق ٍَ ْيَب َفهَنأَف ًّءاَدَْعأ ُْىخُْ ُك
 ِجًَ ْعُِِب ِه ِِهحاَيآ ْىُكَن ُ هاللَّ ٍُ َِّيُبي َِكن
َٰرَك ۗ اَهُِْي ْىُكََرقَْ َأَف ِزاهُنا ٍَ ِي ٍةَسْفُح اَفَش ًٰ َهَع ُْىخُْ ُكَو اًَّاَىِْخإٌوَُدخْهَح ْىُكههَعَن  
Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-
musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah 
kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan 
kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan 
kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. 
 
Sejarah panjang peradaban manusia selalu diwarnai konflik dari level 
komunitas terkecil hingga komunitas terbesar yang disebabkan dan 




tentunya dibutuhkan upaya untuk merekonsiliasi dan memperbaiki hubungan 
antara pihak-pihak terkait demi terciptanya kembali hubungan dan kehidupan 
yang harmonis dan penuh kedamaian. 
Konsep Islah (rekonsiliasi) dalam konflik merupakan salah satu ajaran 
agama Islam. Dalam Al-Qur‟an terdapat beberapa ayat yang menerangkan 
tentang konsep Islah tersebut, baik dalam kontek konflik level komunitas kecil 
seperti konflik yang terjadi dalam hubungan suami istri (Surat An-Nisa‟ ayat 
128), maupun dalam level komunitas besar seperti konflik yang terjadi antara 
dua kelompok orang mukmin yang bertika (Surat Al-Hujarat ayat 9). 
Tidak hanya Al-Qur‟an saja yang berbicara tentang Islah, dalam hadits 
Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa hadits yang menyeru dan 
menerangkan tentang Islah, diantaranya adalah hadits riwayat Abu Darda‟, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda : 
 َْفأِب ْىُكُِسبُْخأ ََلَأ ٍِ ْيَبْنا ِثاَذ ُحَلَِْصإ َلاَق ِ هاللَّ َلىُسَز اَي ًََهب اُىناَق ِتَقَد هصناَو ِةَلَ هصناَو ِواَي ِّصنا ِتَجَزَد ٍْ ِي َمَض
 ُتَقِناَحْنا ٍِ ْيَبْنا ِثاَذ ُداَسَفَو  
Artinya: ”Maukah kalian saya beritahu suatu hal yang lebih utama daripada 
derajat puasa, sholat dan sedekah?. Para sahabat menjawab : tentu 
ya Rasulallah. Lalu Nabi bersabda : hal tersebut 
adalah  mendamaikan perselisihan, karena karakter perselisihan itu 
membinasakan” (HR. Abu Daud). 
 
Islah/rekonsiliasi adalah sebuah upaya mendamaikan atau membuat 
harmonisasi antara dua atau beberapa pihak yang berselisih. Islam telah 
menawarkan beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang mengganggu hubungan dalam keluarga dan sosial 




kehidupan bermasyarakat, ikatan kasih sayang dan keseimbangan alam tetap 
terjaga,   dan masyarakat yang penuh dengan rasa kasih sayang dan 
persaudaraan. 
Sebagai ummat Islam Nusantara yang mempunyai karakter dan 
sejarah sendiri, sudah seharusnya mengambil sikap sebagai muslim yang 
cerdas dan bijaksana. Setiap perbedaan yang ada, baik perbedaan agama, 
perbedaan keyakinan, perbedaan ras dan suku, maupun perbedaan 
pemahaman, jangan sampai menyebabkan terjadinya permusuhan dan 
perpecahan hingga menimbulkan konflik kekerasan atas nama agama. 
Wallahu „A‟lam Wis Showab. 
 
2.4 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu pertama, yaitu skripsi yang berjudul “Dampak 
Keberadaan Transportasi Ojek Online Terhadap Transportasi Angkutan 
Umum Lainnya di Kota Makassar” Oleh Wardiman Darmadi (2016). 
Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah persaingan antara 
pengemudi Go-jek dengan pengemudi ojek pangkalan.  Muncul pro-kontra 
yang terjadi di antara t ukang ojek pangkalan dan Go-jek lebih diakibatkan 
oleh masalah persaingan ojek pangkalan merasa tersaingi oleh eksistensi Go-
jek. Persaingan bisnis ojek online dengan angkutan umum lain menjadi 
persoalan bagaimana mereka memperoleh rezeki dengan persaingan. Fokus 
penelitian ini adalah masalah dampak keberadaan ojek online atau Go-jek 
terhadap angkutan umum lainnya di Kota Makassar. 
Hasil dari penelitian ini adalah dampak dari keberadaan ojek online 




sehingga pendapatan setoran pengemudi berkurang setiap hari serta 
pendapatan perusahaan setiap bulannya tidak tercapai dan perusahaan 
terancam bangkrut. Ketegasan pemerintah dalam aturan undang-undang 
transportasi angkutan harus segera diambil agar konflik angkutan 
konvensional dan angkutan online tidak meluas. Bagaimana pun, kehadiran si 
helm hijau sudah memantik amarah angkutan konvensional yang sudah 
memiliki trayek dan regulasi dari pemerintah. 
Penelitian terdahulu kedua, yaitu jurnal yang berjudul “Rasionalitas  
Ojek Konvensional Dalam Mempertahankan Eksistensi Di Tengah Adanya 
Go-jek Di  Kota  Surabaya”  Oleh  Hendita  Doni  Prasetya  dan  Maartius  
Legowo (2016). Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah 
persaingan antara kedua layanan transportasi konvensional (ojek pangkalan) 
dan virtual (ojek online) akhir-akhir ini banyak di beritakan di media massa, 
dengan permasalahan   Go-jek   vs   Ojek, seperti   sudah   diketahui, 
pemukulan- pemukulan yang terjadi pada sopir Go-jek sudah sering 
terjadi diberbagai kota di Indonesia yang menyediakan layanan Go-jek.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa, sumber daya yang dimiliki ojek 
pangkalan seperti jumlah anggota ojek yang masih ada karena adanya pasar, 
pelanggan tetap dan adanya tempat atau pangkalan, maka ia akan mampu 
merealisasikan tujuannya untuk mempertahankan eksistensi mereka 
Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada 
focus penelitian, dimana penulis focus pada peran yang dilakukan Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru dalam upaya menyelesaikan konflik antara 





2.5 Konsep Operasional 
 Konsep Operasional adalah unsur-unsur yang memberikan 
bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga dengan pendukuran 
tersebut dapat diketahui indicator-indikator apa saja sebagai pendukung 
untuk dianalisis dari variable tersebut (Masri Singarimbun,2006) 
1. Peran 
peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang 
sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun 
secara informal. Peran didasarkan pada perskripsi (ketentuan) dan 
harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus 
lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-
harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran 
tersebut. 
Sebagai lembaga pengelola barang publik dan penyedia pelayanan, 
menurut Jones (1993) dalam Mashun (2009:8-9) organisasi sektor publik 
memiliki tiga peran utama yaitu: 
a. Regulatory role, organisasi sektor publik berperan dalam menetapkan 
segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa 
ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat. Bisa 
saja sebagian masyarakat dirugikan karena tidak 
mampu/mendapatkan akses memperoleh barang atau layanan yang 
sebetulnyauntuk umum sebagai akibat dari penguasaan barang atau 




b. Enabling role, adalah peran organisasi publik dalam menjamin 
terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan dalam penyedian 
barang dan jasa publik, dimana sektor publik harus dapat memastikan 
kelancaran aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang 
diperuntukkan masyarakat. Implikasinya sektor publik diberi 
kewenangan untuk penegakkan hukum dalam kaitannya menjamin 
ketersediaan barang dan jasa publik yang sesuai dengan hukum. 
c. Direct provision of goods and service, karena semakin kompleksnya 
area yang harus di cover‟ oleh sektor publik dan adanya keterbatasan 
dalam pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung maka 
pemerintah dapat melakukan privatisasi. Sehingga disini peran sektor 
publik adalah ikut mengendalikan/mengawasi sejumlah proses 
pengadaan barang jasa publik serta regulasi yang ditetapkan sehingga 
tidak merugikan masyarakat. 
2. Konflik 
Webster dalam Pickering (2006) mendefinisikan konflik sebagai : 
a. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok 
satu sama lain. 
b. Keadaan  atau   prilaku   yang  bertentangan  (misalnya:  
pertentangan pendapat, kepentingan, atau petentangan antar 
individual). 







3. Resolusi Konflik 
a. Mediasi 
Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para 
pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang 
bersengketa untuk mencari kesepakatan bersam. Pihak luar tersebut 
disebut dengan mediator yang tidak berwenang memutus sengketa, 
tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-
persoalanyang dikuasakan kepadanya 
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3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
mengutamakan latar alamiah, agar hailnya dapat digunakan untuk 
menafsirkan fenomena, dn metode yang biasanya digunakan adalah 
wawancara, pengamatan, dan pemanfaaatan dokumen dengan demikian 
peneliti menginterpretasikan bahwa studi kasus dalam penelitian kualitatif 
merupakan cara atau metode yang sesuai untuk menjawab fenomena suatu 
permasalahan penelitian lebih mendalam terhadap suatu objek penelitian.   
Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu penulis ingin meneliti peran 
Dinas Perhubungan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi sehingga 
mendapatkan suatu hasil yang kemudian hasilnya dijadikan sesuatu yang 
bersifat umum. 
 
3.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbru 
Jl. Dr. Sutomo No. 88, Sekip, LimaPuluh, Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan 
lokasi ini adalah karena sesuai dengan tema bahwa di Kota Pekanbaru telah 
terjadi konflik antara Transportasi Online dan Transportasi Konvensional. 
Dan pihak ketiga yng berwenang dalam mengelola dan menyelesaikan 
konflik merupakan pemerintah Kota Pekanbaru yang bertugas di Dinas 




3.3  Jenis dan Sumber Data 
Adapun yang menjadi jenis dan sumber data yang digunakan peneliti 
dalam Penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 jenis data yaitu: 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan 
penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, yaitu 
data dari hasil wawancara dan daftar pertanyaan yang diberikan kepada 
narasumber yang mengetahui fenomena yang ingin diketahui 
2. Data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh untuk melengkapi 
data primer yang diambil melalui studi dokumen dan instansi yang 
bersangkutan. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti 
mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti 
memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah 
mendalam, jelas dan spesifik. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 
penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
3.4.1 Wawancara Mendalam 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang di gunakn 
peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 
bercakap cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dpat 
memberikan keterangan kepada penelii. Dalam hal ini penulis 
melakukan wawancara tidak berstruktur, yakni wawancra yang 




pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan dinyatakan pada 
wawancara berlangsung agar mendapat informasi yang lebih akurat. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan informan 
yang berhubungan dengan terjadinya konflik antara transportai online 
dan transportasi konvensional di Kota Pekanbaru.  
3.4.2 Dokumentasi 
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui bahan-
bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi 
objek penelitian. Baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambr, 
laporan hasil pekerjaan sera berupa foto ataupun dokumen elektronik 
(rekaman). Dikumpulkan melalui catatan arsip yang ada pada Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis 
mempelajari dan mencatat dokumen dari laporan yang berkaitan dengan 
masalah penelitian. 
 
3.5 Daftar Informan Penelitian 
Informan adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan 
menguasai maslah, serta terlibat langsung dengan maslah penelitian. Dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat 
kaitannya dengan factor-faktor konstektual, jadi dalam hal ini sampling 
dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Adapun 
informan yang dimanfaatkan sebagai objek informasi dari penelitian adalah: 





2. Kepala Seksi Angkutan Orang Dins Perhubungan Kota Pekanbaru, 
Bapak Joniansyah, AMd LLASD 
3. Pengemudi taksi konvensional, Muzakir 
4. Pengemudi angkutan online, Hasanuddin 
Pemilihan informan penelitian inii menggunakakn teknik Purposive 
Sampling yang mana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa 
informan yang dipilih adalah orang-orang yanng menghetahui dan terlibat 
dalam dann telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2014). Dalam 
penelitian ini teknik Purposive Sampling digunakan unntuk informan dari 
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 
Informan dari kalangan supir taksi kkonvensional dan driver 
angkutan online penulis menggunakann teknik Snowball Sampling. 
(Nurdiani, 2014) dalam jurnalnya menyebutkan pada pelaksanaannya, 
tekniik sampling snowball adalah suatu teknikk yang multitahapan, 
didasarkan pada analogi bola salju, yang dimulai dengan bola salju yang 
kecil kemudian membesar secara bertahap karena ada penambahan salju 
kketiika digulingkan dalam hamparan salju. Ini dimulai dengan beberapa 
orang atau kasus, kkemudian meluas berdasarkan hubungan-hubungan 
terhadap responden. Responden sebagai sampel yang mewakili populasi, 
kadang mudah didapatkan langsung dilapangan. Untuk dapat menemukan 
sampel yang suliit diakses, atau untuk memperoleh innformasi dari 
responden mengenai permasalahan yanng spesifik atau tidak jelas terlihat di 




yang dapat diandalkan dan sangat bermanfaat dalam menemukan responden 
yang dimaksud sebagai sasaran penelitian melalui keterkaitan hubungan 
dalam suatu jaringan, sehingga tercapaii jumlah sampel yang dibutuhkan.  
 
3.6   Teknik Analisis Data 
Analisis data kualitatif menurut adalah upaya yang dilakukan dengan 
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mensitesiskannya, 
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
 Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 
bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya 
adalah sebagai berikut; 
1. Reduksi data  
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 
perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 
kasar yang muncul dari catatan catatan tertulis di lapangan. Peneliti 
melakukan reduksi data secara terus menerus selama melakukan 
penelitian kualitatif berlangsung dan memilih pendekatan pengumpulan 
data mana yang akan dipilih untuk disajikan dalam penulisan penelitian. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama 
bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, 




informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah 
diraih. Dengan demikian seorang penganalis dapat melihat apa yang 
sedang terjadi, dan menemukan apakah menarik kesimpulan yang benr 
ataukah terusmelangkah melakukan analisis yang menurut saran yang 
dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. 
Dalam penelitian ini peneliti melakukan penyajian data yang diperlukan 
dalam menyusun laporan akhir/skripsi dengan mengumpulkan berita-
berita melalui media elektronik dan media massa dan data-data yang 
didapatkan dari informan yang mengetahui tentang konflik yang terjadi. 
3. Menarik kesimpulan 
Penarikan kesimpulan sebagian dari suatu kegiatan dari 
konfigurasi yang uuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 
penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran 
kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti), suatu 
tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi 
begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali 
serta tukar pikiran di antar teman sejawat untuk mengembangkan 
kesepakatan intersubjekif atau juga upaya-upaya yang luas untuk 
menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. 
Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji 
kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang 
merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada 
waktu proses pengmpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar 




Aanlisis data unuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan 
cara menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil data 
yang diperoleh. Dalam analisis data kualitatif ini maka analisis data nya akan 
lebih banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat maupun uraian-uraian serta 
jarang sekali menggunakan data yang berupa angka-angka. Meskipun 
demikian, hal ini tidak menutupi kemungkinan ditampilkan untuk mendukung 
kelengkapan data. Oleh karena itu, dalam penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif maka metode analisi datanya adalah meode analisis data 
kualitatif. Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha 
menggambarkan mengenai situasi dan kondisi atas suatu kejadian dilapangan 
sesuai dengan apa adanya. 
Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dat yang 
diperoleh dan hasil wawancara, catatatn dilapangan, dokumentasi dengan cara 
membagi-bagikan data kedalam kategori yang berbeda-beda dan setelah itu 
membuat kesimpulan dari semua data-data tersebut, hal tersebut penulis 
gunakan dalam menulis tugas akhir tentang penyelesaian konflik transportasi 








GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Gambaran Transportasi Umum di Pekanbaru 
Semakin bertambah banyaknya angkutan umum di wilayah Pekanbaru 
seharusnya tidak mengurangi tingkat pelayanan mereka terhadap fasilitas yang 
diberikan diharapkan dengan adanya fasilkitas yang baik penumpang akan 
lebih memilih menggunakan angkutan umum daripada menggunakan 
kendaraan pribadi sehingga dapat mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi. 
Untuk angkutan umum bus Trans Metro diharapkan kepada Dinas 
Perhubunghan dpat segera menambah armada sehingga keluhan terhadap bus 
Trans Metro yang terlambat dating tidak lagi terjadi. Selain itu pada tingkat 
keamanan lebih diutamakan, sebaiknya untuk keadaan bus penuih dan 
penumpang diharuskan berdiri, tidak terjadi desakan yang berlebihan sehingga 
keamanan akan lebih terjamin. Tingkat kebersihan dalam angkutan kota 
seharusnya juga ditingkatkan karena menjadi salah satu penilaian penumpang 
dalam memilih angkutan kota. Supir yang membawa angkutan umum juga 
menjadi salah satu pertimbangan pada penumpang. Sebaiknya supir tidak 
ugal-ugalan sehingga keamanan sertak etertiban penumpang dijalan menjadi 
lebih terjaga.  
Perkembangan Kota Pekanbaru semakinpesat. Akibatnya, 
pertumbuhan penduduk per tahunnya pun ikut meningkat. Tercatat saat ini 
jumlah penduduk Pekanbaru sudah mencapai 1,1 juta jiwa atau 




hanya 2 persen akibat kelahiran, sementara 2,47 persen pertumbuhan 
penduduk akibat masyarakat pendatang. Kemacetan sejak beberapa tahun 
terakhir telah menjadi fenomena dan fakta yang tak bisa dihindarkan agi di 
Kota Pekanbaru. Pertambahan jumlah kendaraan secara fantastis tidak 
dibarengi olrh prningkstsn infrastruktur jalan raya sehingga menyebabkan 
kemacean, kebsisingan serta tingginya tingkat polusi dan pemandangan yang 
tidak enak karena lalu lintas yang semrawut. Ini juga diperparah oleh 
buruknya budaya lalu lintas masyarakat serta penggunaan kendaraan angkutan 
pribadi yang semakin meningkat. 
Penerapan otonomi daerah di Indonesia berdampak positif terhadap 
kemajuan daeraah salah satunya Kota Pekanbaru. Kota pekanbaru ini sedang 
tumbuh menjadi Kota Meropolitan. Perkembangan Kota Pekanbaru dapat di 
bilang cukup pesat. Pemerinah dari setiap periode mengupayakan kemajuan 
yang berkelanjutan guna mendukung kemajuan Kota Pekanbaru. Dari masa ke 
masa Pekanbaru berkembang menjadi kota dagang yang sangat maju. 
Perkembangan Pekanbaru ini tentunya tidak terlepas dari permaslahan 
kemacetan lalu lintas. Setiap hari Kota Pekanbaru disibukkan dengan keadaan 
lalu lintas yang sangat padat. Hilir mudik tiada hentinya hingga membentuk 
kemacetan di beberapa titik jalur transportasi kota. Mensiasati lajunya arus 
lalu lintas yang semakin meningkat setiap harinya, pemerintah mencanangkan 
ketersediaan transportasi Kota Pekanbaru. Beberapa moda transportasi kota 
yang brkelanjutan operasional hingga saaat ini adalah Transmetro, Angkot, 




Lalu lintas merupakan masalah penting karena lalu lintas adalah 
sarana untuk bergerak dari satu empat ke tempat yang lain. Apabila lalu lintas 
erganggu atau terjadi kemaceran, maka mobilitas masyarakat juga akan 
mengalami gangguan. Gangguan ini dapat menyebabkan pemborosan bahan 
bakar, pemborosan waktu dan dapat mengakibatkan polusi udara. Masalah 
lalu lintas merupakan maslah yang sangta penting, karena masalah ini dalah 
masalah sulit yang harus dipecahkan bersama. Apabila masalah lalu lintas 
tidak terpecahkan, maka masyarakat sendiri yang akan menanggung 
kerugiannnya, dan apabila masalah ini dapat masalah ini dapat terpecahkan 
dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mengambil manfaatnya. 
Saat ini lalu lintas yang macet merupakan suatu kejadian yang biasa yang kita 
baik di pagi hari, sore hari maupun malam hari. Masalah ini terjadi karena 
pertambahan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan jlan tidak seimbang 
sehingga selain menyebabkan kemacetan juga dpat menyebabkankecelakaan 
lalu lintas. Masalah ini juga merupakan masalah lama yang sampai saat ini 
belum ditemukan solusi yang tepat. Untuk itu perlu adanya kerja sama yang 
baik antara pemerintah dengan masyarakat agar maslah ini cepat terselesaikan. 
Setiap individu berhak memikirkan masalah ini, karena sekecil apapun peran 
yang diberikan oleh individu tersebut tentu akan memberikan pengaruh yang 
besar bagi dunia lalu lintas agar menjadi lebih aman dan nyaman. 
Kebutuhan akan sarana transportasi merupakan salah satu bagian 
kehidupan masyarakat. Transportasi adalah salah satu sarana alat angkutan 




Negara. Karena transportasi merupakan alat perekat, penyambung hidup, 
penyelamat dan lain sebagainya dlam rangka menjembatani masyarakat dari 
satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain,. Sarana angkutan antar 
kota sangat menentuikan kegiatan ekonomib masyarakat disamping fasilitas 
jalan yang baik dalam rangka mempelancar masyarakat untuk melakukan 
perjalanan dari kota ke kota. 
Pemerintah Kota Pekanbaru sebelumnya telah mencanangkan proyek 
angkutan umum (SAUM). Halte untuk tempa SAUM ini terus dilaksanakan 
penyelesaiannya. System Angkutan Umum Masal (SAUM) ini akan dapat 
merubah total system transportasi yang ada sekarang. Dulu semua bus kota 
rata-rata tidak ada standar bentuk dan pelayanan atau atau bahkan rutenya, 
maka sekarang sudah terbenahi. Malah katanya tiketnya di standarisasi untuk 
semua rute mengelilingi kot pekanbaru. Tidak hanya Trans Metro, Pekanbaru 
juga memiliki sarana transportasi lainnya seperti taxi, angkotan dan bus kota. 
Taksi sudah jelas menjadi salah satu angkutan umum yang paling bisa 
diandalkan di segala situasi. Ada beberapa perusahaan taksi yang beroperasi 
di Pekanbaru, diantaranya adalah Riau Taxi, Blue Bird dan Puskopau. Taxi di 
Pekanbaru bisa dikatakan sangat mudah didapatkan, pelayanan taxi di 
Pekanbaru juga bisa jemput alamat dengan menghubungi armada taksinya 
terlebih dahulu. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan transportasi untuk 
masyarakat serta mendorong terciptanya sarana transportsi yang lebih baik 
pemerintah kota Pekanbaru mengoperasikan Bus Trans Metro Pekanbaru yang 




bidang angkutan umum. Trasn metro Pekanbaru adalah system angkutan 
masalkhusu dengan system buy the service di wilayah perkotaan Kota 
Pekanbaru dengan menggunakn bus pada trayek/ jalur yang telah ditetapkan. 
Motto Trans Metro adalah aman, nyaman, handal dan terjangkau. Tujuan di 
adakannya trans metro sebagai berikut: 
1. Mewujudkan Trans Metro Pekanbaru menjadi BLUD (Badan Layanan 
Umum Daerah) dalam rangka kemandirian pengelolaan keuangan dan 
SDM  (Sumber Daya Manusia) 
2. Meningkatakan kualitas SDM untuk dapat memberikan pelayanan yang 
optimal 
3. Meningkatakan pemberdayaan SDM, sara dan prasarana untuk dapat 
meningkatkan kepuasan pengguna jasa 
4. Penghematan biaya transportasi 
5. Tersedianya angkutan umum masal yang aman dan nyaman di bidang 
transportasi 
Pekanbaru secara resmi meluncurkan Trans Mero Pekanbaru (TMP) 
pada 18 Juni 2009 sebagai transportasi umum masal menggunakan bus 
sebagai moda transportasi pilihan. Trans metro Pekanbaru bertujuan untuk 
mengatasi permasalahan angkutan umum di Pekanbaru, mengurangi 
penggunaan kendaraan pribadi (kelompok choice) sehingga dapat mengurangi 
kemacetan, menurunkan tingkat kebisingan dan polusi, seiring berjalannya 
waktu, bus TMP telah dapat diterima masyarakat Kota Pekanbaru sebagai 




Pekanbaru semakin cukup bagus, hal ini dikarenakan Trans Metro Pekanbaru 
lebih nyaman, aman, hemat dan dapat diandalkan. 
Angkot atau mikrolet lebih dikenal dengan istilah oplet di Kota 
Pekanbaru. Tidak semua wilayah di Pekanbaru dilewati oleh oplet. Setiap 
wilayah di Pekanbaru memiliki rutenya sendiri. hal ini dilakukan untuk 
pemerataan transportasi oplet atau angkot di Kota Pekanbaru pada beberapa 
tempat yang membutuhkan transportasi lebih banyak. Selain transportasi kota 
diatas, juga terdapat bus kota yang seiap hari hilir mudik disekitaran Kota 
Pekanbaru. Tarif angkot dan bus kota memiliki kesamaan. Seperti angkot, buis 
kota juga hanya melewati rute tertentu saja ,tidak hanya angkot dan bus kota 
yang membatasi rute perjalanannya. Bahkan Trans Metro yang bertujuan 
untuk membantu sarana transportasi masyarakat juga hanya melewati rute 
tertentu saja. 
Prasarana transportasi kota yang ada di Kota Pekanbaru meliputi akses 
jalan, halte pemberhentian, terminal dan lainnya, prasarana jalan diperlukan 
agar transportasi bisa mencakup rute tempat pemukiman masyarakat yang 
membutuhkan transportasi. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru harus segera 
melengkapi prasarana jalan agar mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas 
terutama pada beberapa ruas tertentu. Seperti di jalan Air hitam dan Naga 
Sakti, Kecamatan Payung Sekaki malam hari gelap karena tidak ada 
penerangan jalan umum sehingga aktifitas masyarakat yang menggunakan 
kendaraan umum menjadi terkendala. Akses jalan bagi transportasi umum 
masih sangat langka di Pekanbaru, ditambah oleh kondisi eksiting jalan di 




dan Naga Sakti, Kecamatan Payung Sekaki membahayakan pemilik kendaraan 
yang melintas. Pada ruas tersebut juga tidak dilengkapi rambu lalu lintas yang 
memadai dan lampu merah yang mengatur kendaraan. Padahal di lokasi itu 
telah dibangun jalan mulus menggunakan konstruksi aspal panas bercampur 
(botmix). Seharusnya pihak berwenang seperti Dinas Perhubungan melakukan 
pemantauan dan peninjauan lokasi tentang kekurangan sarana dan prasarana 
pendukung jalan dlam kota Pekanbaru. 
Penduduk Kota Pekanbaru saat ini berjumlah lebih kurang 1.000.000 
jiwa dan setiap tahunnya bertambah. Saat ini jumlah kendaraan pribadi di 
Kota Pekanbarutidak sebanding dengan jumlah ruas jalan yang ada sehingga 
menyebabkan kemacetan, pemborosan penggunaan bahan bakar, kebisingan 
serta tingginya tingkat polusi dan pemandangan yang tidak enak karena lalu 
lintas yang semrawut. 
Terdapat beberapa dimensi yang berkaitan dengan kepekaan dan 
kepedulian social yang termasuk dalam kebijakan yang dibuat oleh Walikota 
Pekanbaru dalam menjalankan roda pemerintahannya sebagai falsafah kerja 
antara lain: 
1. Dimensi Akhlak yang terdiri dari Profesionalo, Amanah, dan Santun 
2. Dimensi Karakter, terdiri dari disiplin, Kreatif, dan Inovatif 
3. Dimensi Kualitas, yaitu mampu dan mMau Bekerja Keras, Bergerak Cepat 
dan Bertindak Cepat dan Tuntas. 
Tiga dimensi diatas seharusnya juga bisa  jadi cerminan dalam 
i8mplementasi dari kepekaan dan kepedulian social masyarakat Kota 




dan juga merupakan ruang tempat orang saling berinteraksi. Masyarakat 
pengguna jalan harus santun, disiplin serta harus mampu dan mau bertindak 
dengan tepat selama dalam perjalanan agar aman, nyaman dan selamat di jalan 
sehingga tidak terjadi pelanggaran dan kecelakan lalu linta. 
Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan 
public. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggaraan 
pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang 
ditentukan atau daasar perpaduan harapanharapan masyarakat dan kemampuan 
penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan 
melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi 
harapan pelanggan, perumusan visi misi pelayanan, analisi proses dan 
prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayana. 
Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar 
pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai standar 
pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan 
yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang 
menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Informasi lain jyang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan 
kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta 
distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya. 
Pemerintah pusat pun telah menetapkan Rencana Umum Nasional 
Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 yang menegaskan begitu pentingnya 




lalu lintas (kamseltibcar lantas) di jalan. RUNK Jalan ini dapat menjadi 
rujukan dan pedoman dalam menetapkan kebijakan dan program yang 
dijalankan dalam penyelenggaraan keselamatan jalan secara nasional saat ini 
dan kedepan. Dengan visi, misi, arah dan target yang jellas serta telah 
disepakati bersama, RUNK Jalan ini tidak akan berarti tanpa tindak lanjut dan 
langkah nyata yang segera dari semua pemangku kepentingan yang terlibat 
dalam penyelenggaraamn keselamatanjalan secara nasional. Terdapat 5 
(olima) pilar keselamatan dalam RUNK ini, yaitu manajemen keselamatn 
jalan (management road safey), jalan yang berjkeselamatan ?(safer road), 
kendaraan yang berkeselamatan (safer vehicle), pelaku pengguna jalan (safer 
people), dan penanganan pasca korban kecelakaan lalu lintas (post crash). 
Membuat suatu kebijakan, tentunya pemerintah telah melakukan 
serangkaian analisa dan evaluasi serta kajian-kajian yang mendalam terkait 
suatu permasalahan. Demikian juga halnya dengan permasalahan lalu lintas, 
termasuk di Kota Pekanbaru ini. Data yang diperoleh dari pihak Kepolisian 
Resor Kota (Polresta) Pekanbaru diketahui bahwa setiapo tahunnya terjadi 
peningkaan permasalahan atau pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru. 
Pelanggaran lalu lintas yang terjadi banyak dilakukan oleh pengguna sepeda 
motor dibandingkan pengendara roda empat atau roda enam. Hal ini 
dikarenakan pesatnya perumbuhan kendaran roda dua. Disamping itu, mudah 
dan murahnya harga kendaraan roda dua membuat masyarakat sangat 





4.2 Transportasi Online di Pekanbaru 
Sebelum konflik terbuka antara pengemudi transportasi konvensional 
dengan pengemudi transportasi online, larangan transportasi online sudah 
pernah resmi dirilis pemerintah. Dalam hal ini, Direktur Jenderal 
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono menyatakan 
keputusan resminya tersebut dalam konfrensi pers di Jakarta. Pernyataannya 
tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor 
UM.3012/1/21/Phb/2015 yang di tandatangani Menteri Perhubungan Ignasius 
Jonan. 
Semua alat transportasi yang berbasis online tersebut dilarang karena 
melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Linas dan 
Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan, seperti dikutip dari cnnindonesia.com. Ketentuan 
transportasi online tidak memenuhi semua syarat yang tercantum dalam 
Undang-Undang tersebut, yaitu harus beroda tiga, berbadan hokum, dan 
memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum. Sikap pemerintah ini tentu 
mengagetkan banyak pengguna aplikasi transportasi online tersebut. 
Pasalnya, alat transportasi sangat membantu aktivitas sehari-hari masyarakat 
yang sibuk bekerja di Kota Metropolitan. 
Moda transportasi menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi 
masyarakat di suatu daerah. Pekanbaru adalah salah satu kota yang sedang 
berkembang dan bisa kita lihat, sudah banyak moda transportasi yang dikenal 
dan serring digunakan masyarakat Pekanbaru seperti: busway, angkot, taksi 




factor untuk sampai ke tempat tujuan, moda transportasi ini sudah sanga bisa 
mengakomodasi permintaan masyarakat. Namun, seiring dengan 
berkembangya zaman dan teknologi, tentunya kebutuhan dan keinginan 
masyarakat semakkin meningkat, sebanding dengan meningkatnya tingkat 
kesejahteraan masyarakat. Masyarakat kini menginginkan transportasi yang 
aman, nyaman, mudah, murah, dan praktis. 
Sejak tahun 2016 keinginan tersebut sudah dapat dipenuhi oleh moda 
transportasi online yang ada yaitu Uber, Go-jek, Grab. Masyarakat merasa 
sangat terbantu dengan adanya inovasi moda ransportasi nline. Tiodak perlu 
lagi menunggu angkot yang lama, tidak perlu merasa kepanasan dan 
berdesak-desakan di angkot, tidak perlu turun ke jalan untuk memberhenikan 
taksi/angkot, dan juga tariff yang t relative lebih murah dibandingkan taksi 
konvensional. 
Transpoortasi online diketahui memberikan banyak keuntungan bagi 
masyarakat di Kota Pekanbaru dalam bidang transportasi. Namun, ternyata 
transportasi online juga menyebabkan “masalah” bagi para pengemudi 
angkutan umum konvensional seperti angkot atau taksi argo. Mereka merasa 
“kalah” dikarenakan tarif yang lebih murah, kondisi kendaraan yang lebih 
baik, dan juga dari segi kemudahan dalam memesan angkutan. Disadari atau 
tidak oleh pemerintah, alat transportasi online ini sangat membantu para 
pekerja kantoran dan pelajar-pelajar di Kota Pekanbaru yang sudah tersedia 
layanan tersebut. Kemacetan, armada bus angkutan umum yang kurang 
bagus, dan menghemat tenaga, mungkin menjadi alas an mengapa para 





Selain hemat tenaga, transportasi online juga membantu efisiensi 
waktu aktivitas penggunanya. Mereka bisa dating lebih cepat dan pulang pun 
demikian, karena teidak terjebak mace seperti halnya menggunakan angkutan 
umum beroda empat. Para pekerja kantoran harus bangun sepagi mungkin 
jika ingin naik bus atau kereta api. Hal tersebut unuk mengantisispasi 
penuhnya penumpang yang membuat keadaan tidak nyaman. Kesiangan 
sedikit saja, bus atau kerea api sudah penuh. Tentu mereka harus menunggu 
datangnya angkutan umum kloter berikutnya. Mereka tidak perlu jauh-jauh 
jalan ke luar rumah, menunggu antrian tiket, berdesak-desakan dalam bus, 
belum lagi macet yang membuat mereka stress. Tinggal pesan melalui 
aplikasi, kendaraan dan pengemudi pun langsung datang di tempat yang kita 
inginkan. 
Hemat tenaga,efisien waktu, dan harga terjangkau juga menjadi 
pertimbangan mengapa mereka lebih memilih trnsportasi online. Seperti 
dikutip dari Go-jek.com, saat ini Go-jek telah tersedia di berbagai kota besar, 
seperti Pekanbaru,. Kehadiran Go-jek dan sejenisnya juga membantu 
perekonomian rakyat kecil. Apalagi Go-jek merupakan kreatifitas anak 
Bangsa yang harus kita beri apresiasi. Jangan sampai Go-jek ini gagal di 
tengah jalan seperti nasib pesawat buatan BJ Habibie. Kreativitas anak-anak 
bangsa ini selalu saja terhambat karena birokrasi pemerintah yang terkadang 
rumit dan membingungkan. Padahal Go-jek sudah membantu meningkatkan 
penghasilan rakyat kecil pada umumnya. Kalau Go-jek dilarang dan 




4.3.  Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
Tempat penelitian merupakan salah satu kantor gabungan yaitu 
Dinas Perhubungan dengan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru 
yang terletak di jalan Dr. Sutomo No. 88 Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 
 
4.4. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
4.4.1.  Visi 
Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota pekanbaru yaitu: 
Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa 
Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, 
handal dan terjangkau. 
4.4.2.  Misi 
Adapun yang menjadi Misi Dinas Perhubungan Kota 
pekanbaru yaitu: 
1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang 
berkualitas dan profesional; 
2.  Memperbaiki,   mempertahankan,   meningkatkan   aksesibilitas   
dan   tingkat kualitas pelayanan perhubungan; 
3.  Mengusahakan  ketersediaan/kecukupan  dan  kehandalan  
prasarana,  sarana, sistem jaringan tranportasi; 







4.5.  Tujuan 
1.  Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa 
perhubungan  untuk  menunjang  pengembangan  dan  pertumbuhan 
perekonomian masyarakat. 
2.    Meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang perhubungan. 
3.    Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum. 
4.    Meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah. 
 
4.6.  Sasaran 
1. Meningkatnya  perlengkapan  fasilitas  jalan  dan  fasilitas  pengujian, 
meningkatnya sarana transportasi darat dan angkutan danau dan 
keselamatan penyeberangan dengan indikator sasaran peningkatan 
perlengkapan fasilitas. 
2. Meningkatnya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat 
pengguna jasa perhubungan. 
3. Meningkatnya  pemahaman  dan  kesadaran  hukum,  dibidang  
perhubungan dengan indikator  sasaran pemberian sanksi hukum. 
4. Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah yang 
didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran 
peningkatan disiplin kerja dan kinerja pegawai. 
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
 
4.7.  Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas 




dan tugas pembantuan bidang perhubungan serta dapat ditugaskan untuk 
meleksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh 
pemerintah kepda Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka 
dekosentrasi. 
Dinas Perhubungan  Kota Pekanbaru mempunyai beberapa satuan 
kerja yang tercantum dalam susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota 
Pekanbaru, yaitu : 
1.   Kepala Dinas 
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas 
penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisali, dekosentrasi dan tugas 
pembantuan  dibidang perhubungan,  serta melaksllanakan  tugas–
tugas  lainnya yang diberikan Gubernur. 
Kepala Dinas berkedudukan dibawah  dan  bertanggungjawab 
kepada Gubernur. Adapun tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota 
Pekanbaru yaitu  
a. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan lnformasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku. 
b. Mengkoordinasi  Sekretaris,  Kepala  Bidang  dan  Kepala  UPT  
agar  terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung 
c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas 
agar sesuai rencana sesuai ketentuan dan peraturan Perundang – 




d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
e. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja sesuai rencana yang telah 
ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir 
f. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang pehubungan, 
komunikasi dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku 
g. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
dan, 
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan 
2.   Sekretaris 
Sekretasis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas, adapun tugas sekretaris yaitu : 
a. Memimpin, Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, 
umum, perlengakapan, keuangan dan penyusunan program dinas 
b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan; 
c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja 
tahunan di lingkungan dinas; 
d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan 
atau tidak berada di tempat; 
e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub 
bagian; 
f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan 
pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata 





g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan 
rapat dinas, upacara serta keprotokolan; 
h. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja sesuai rencana yang telah 
ditentukan slebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan 
karir 
i. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang pehubungan, 
komunikasi dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku 
j. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
dan, 
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 
l. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara 
lisan maupun tertulis; 
m. Memfasilitasi   dan   asistensi   tugas   Sekretariat   dengan   cara   
konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis; 
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Selain itu, masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada dibawah dan tanggungjawab kepaa Sekretaris. 
3.   Bidang Angkutan 
Kepala Bidang Angkutan berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan memiliki 
tugas sebagai berikut : 
a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja 




b. Mengkoordinasikan,  membina dan  merumuskan  pedoman  serta 
tatalaksana administrasi bidang angkutan; 
c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan 
perizinan di bidang angkutan; 
d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan serta 
pengaturan kinerja bidang angkutan; 
e. Mengkoordinasikan,   membina   dan   merumuskan   laporan-
laporan   bidang angkutan; 
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
g. Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan. 
4.   Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas 
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas 
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
Adapun tugas Bidang Pengawalsan dan Pengendalian Lulu Lintas 
adalah: 
a. Mengkoordinasikan,  membina  dan  merumuskan  pedoman  
dan  petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Pengawasan dan 
Pengendalian Operasional; 
b. Mengkoordinasikan,  membina  dan  merumuskan  setiap  kegiatan  
di  Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional 
c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan 





d. Mengkoordinasikan,  membina  dan  merumuskan  laporan  -  
laporan  Bidang 
e. Pengawasan dan Pengendalian Operasional; 
f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas 
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan 
Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara; 
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertangg ungjawab kepada Kepala Bidang. 
5.   Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana 
Kepala Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana 
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
Adapun tugas Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana yaitu: 
a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan 
program kerja tahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan 
Prasarana Transportasi; 
b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan 
petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik 
Sarana, dan Prasarana Transportasi; 
c. Mengkoordinasikan,  membina  dan  merumuskan  setiap  kegiatan  





d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan 
pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan 
Prasarana Transportasi 
e. Mengkoordinasikan,  membina  dan  merumuskan  laporan  -  
laporan  Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana 
Transportasi. 
f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas 
Keselamatan dan Teknik  Sarana  Lalulintas  Jalan,  Prasarana  dan  
fasilitas  Lalulintas  Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan 
Keselamatan Lalulintas Perairan dan Udara; 
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya 
Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 
6.   Bidang Kominfo 
Kepala Bidang Kominfo berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang 
Kominfo yaitu : 
a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan 
program kerja tahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan 
Prasarana Transportasi; 
b. Mengkoordinasikan membina dan merumuskan pedoman dan 
petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik 




c. Mengkoordinasikan,  membina  dan  merumuskan  setiap  kegiatan  
di Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana 
Transportasi; 
d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan 
pengaturan kinerja Bidang Keselamaltan, Teknik Sarana, dan 
Prasarana Transportasi 
e. Mengkoordinasikan,  membina  dan  merumuskan  laporan  -  
laporan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana 
Transportasi. 
f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas 
Keselamatan dan Teknlik  Sarana  Lalulintas  Jalan,  Prasarana  dan  
fasilitas Lalulintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan 
Keselamatan Lalulintas Perairan dan Udara; 
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Masing–masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada 





4.8 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
 






 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai 
Peran Dinas Perhubungan Dalam Menyelesaikan Konflik Transportasi 
Online dan Transportasi Konvensional di Kota Pekanbaru, maka penulis 
berkesimpulan sebagai berikut: 
1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan konflik  
antara transportasi konvensional dan transportasi konvensional belum 
maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak transportasi online yang 
beroperasi meski belum memiliki izin sesuai dengan Permenhub 
No.108 Tahun 2017 sehingga membuat transportasi konvensional yang 
sudah memiliki izin merasa tidak mendapat keadilan dari pemerintah, 
hal ini menjadi penyebab utama terjadinya konflik anatara transportasi 
online dan transportasi konvensional.  
2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga tidak mampu memfasilitasi 
kedua belah pihak yang berkonflik untuk melakukan mediasi yang telah 
diminta langsung oleh pihak yang berkonflik agar kedua belah pihak 
yang berkonflik dapat mengungkapkan keinginan mereka dan 
menemukan solusi dari konflik yang terjadi antara mereka. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik Transportasi 
Online dan Transportasi Konvensional meliputi Persaingan dan 




Transportasi Online dan Transportasi Konvensional membuat 
penyelesaian konflik terhambat karena pihak transportasi konvensional 
menganggap bahwa persaingan mereka dengan transportasi online 
adalah persaingan yang tidak sehat dikarenakan factor tarif angkutan 
online yang lebih rendah dan tidak adanya izin beroperasi bagi 
transportasi online layaknya tranportasi konvensional. Kemudian tidak 
terlaksananya peraturan yang sudah ada membuat penyelesaian konflik 
transportasi online dengan transportasi konvensional terhambat karena 
solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah dengan 
melaksanakan peraturan yang sudah ditentukan. 
 
6.2.  Saran  
Agar Manajemen Konflik anatar Transportasi Online dan 
Transportasi Konvensional dapat berjalan dan membuat konflik 
terselesaikan maka penulis akan memberikan saransupaya dapat menjadi 
evaluasi dan masukan. Beberapa saran sebagai berikut: 
1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus melaksanakan pasal yang 
terdapat dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017 dan bersifat tegas 
terhadap angkutan online yang tidak memiliki izin beroperasi seperti 
halnya memberikan sanksi kepada pihak angkutan online yang tidak 
memiliki izin namun tetap saja beroperasi, sanksi yang diberikan bisa 
berupa penahanan bagi angkutan online yang tidak memiliki izin 





2. Peraturan harus segera dilaksanakan agar tidak ada lagi angkutan online 
yang beroperasi tanpa izin dan memberikan sanksi bagi angkutan online 
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